BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan
Dari pembahasndiatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

a. Asas hukum "Exceptio Non AdimpletiContractus” tidak tertulis secara jelas
dalam KUHPer maupun UUKPKPU akan tetapi asas ini berlaku terutama
dalam perjanjian timbal balik yang secara sederhana ada dalam perjanjian
jual beli.

b. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan nomor PUTUSAN No.
48/Pailit/2012/PN.Niaga.JKT.PST yang menjatuhkan putusan pailit atas PT.
Telkomsel merupakan hal yang sangat kontroversial dimana sangat tidak
sesuai dengan hukum kepailitan yang berlaku di Indonesia.Hakim dari
Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara
kepailitan tersebut tidak memperhatikan asas Asas Audi et AlteramPartem,
sehingga kemudian alat-alat bukti dari PT. Telkomsel yang isinya mengenai
kejadian fakta yang sesungguhnya tidak diperhatikan, sehingga Pengadilan
Niaga telah lalai karena didalam Perjanjian kerjasama tersebut ternyata
PT.Prima Jaya Informatika telah melakukan Wanprestasi yaitu Tidak
Melakukan Pembayaran Terhadap PO NO.PO/PKIAK/ V/2012/00000026
tanggal 9 Mei 2012 sebesar Rp4.800.000.000,00 (empat milyar delapan
ratus juta Rupiah) Padahal Pesanan PT.Prima Jaya Informatika tersebut telah
disetujui (approved) oleh PT. Telkomsel, sehingga Pengadilan niaga telah
lalai dengan tidak mengedepankan asas hukum "Exceptio Non
AdimpletiContractus"”. Yang berartinya pihak lawan dalam keadaan lalai,
maka dengan demikian tidak dapat menuntut pemenuhan prestasi pihak lain.

4.2 Saran
a. Sebaiknya asas exeptio non adimpleticontractus dipahami sebagai asas

yang yang berlaku dalam ranah hukum perdata dan Hakim baik dari
Pengadilan Niaga maupun Pengadilan Negeri menggunakan asas
tersebut dalam penyelesaian suatu perkara dalam perjanjian timbal balik
karena walaupun asas tersebut tidak secara jelas tertulis di dalam
Peraturan Perundang-undangan akan tetapi asas tersebut ada dan berlaku
dalam setiap perjanjian timbal balik.
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b. Dari kasus PT. Telkomsel dengan PT Prima Jaya Informatika dapat
diambil suatu pelajaran bahwa konsep pemeriksaan dengan sederhana
dalam UUKPKPU harus lebih disempurnakan lagi mengingat apabila
terjadi kasus gugatan kepailitan bahwa pemeriksaan sederhana tersebut
harus secara jelas dan gambling sehingga tidak menimbulkan rasa
ketidakadilan bagi para pihak yang bersengketa.



